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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR4TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 84 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAEUPATEN PEMALANG

DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. Dbahwa dengan perkembangan sistem aplikasi
pelayanan perijinan dan dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tenteng Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
di Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Publik dan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017
tentzng Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

Mengingat oL Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Permbentukan Daerah — Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038):;
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13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemeriritah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
(Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7.  Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018
tentanng Pelayanan Perijinan Terintegrasi Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 30);

8.  Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di
Daereh Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017
Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupat: ini dengsn penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemaleng.

Ditetapkann di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PEMALANG
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAHK
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
ttd
cap
MOH. SIDIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG
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